
PtrRATIIRAN BLIPA'II LAHAT
NOMOR 4k TAHtiN 2OI7

TENT'ANG

PENYBI,IINGGARAANPnhIDIDIKANBERKUALITAS
ATAS ASAS GO]'{)NG ROYON(} J\4ELALUI PERAN KOMITE SBKOLAH

DENGAN RAHMAT TU FIAN YANG MAHA ESA

BTJPATI LAHAT,

a. h,ahr,va clalam upaya mewujudkan pendidikarr yang

berkualitas berclasarkan asas gotong royong dipandang

perlu menjembatani partisipasi masyarakat dalam

menrbangunpendidikarrmelaluiKomiteSekolah;

Menimbang

Mengingat

b. bahwa penyclenggaraan pendiclikan berkualitas beium
.curkr_ip dibiayai da-rl pemerintah melalui program BOP/BOS

sehingga membutuhkan partisipasi secara gotong royong

dari masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Facla huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas

Atas Asas Gotong Royong Melalui Peran Komite sekolah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ' tentang
pembeitukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di sumatera
s;i;;; 1t .-n.t.tt Nega?a RI Tahun 1959 Nomor 73;

Tambahan l-,embaran Negara Nomor 1821);

Unclang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
pendidlkan Naslonal (Lembaran Negara Republik indonesia

T:rhun2OO3NornorTB,'lambahanLembaranNegara
I?e publik lt-tclc,uesia Nonor 4301);

L.)nclang-tJnciang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

F.crnerintahzn Daerah (Lembaran Negara Republik

Irrdonesia Tahun 2Ol4 Nornor 157, Tambahan Lembaran

N"g"r. Repubiik Indonesia Nomor 4586)' sebagaimana telah

oirir;an bbtrerapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor g Tahun 2015 tent'ang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
pemerintahan 

- Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia 'lahun 2A75 Nornor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

PeraLuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

st.andar Nasional PenclirJikan (Lembaran Negara Republik

Inclonesia Tahun 2005 Nomor 4L, Tambahan Lembaran

N"g"'"RepublikIndonesiaNomor4496)sebagaimanatelah
diubahbeberapakalit,erakhirdenganPeraturanPemerintah
l\omor13Tahun2}lstentangPerubahanKeduaatas
Pr:raturan Penrerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang

st.ancli-rr Nasirtnal Perrt]iclikan (Lembaran Negara Republil<

c.

1.

2.

4.



5.

6.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Reputilik Indonesia Nomor 5670);

peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahurr 2oog tentang
penclernaarr Pendir:likan (Lembaran Negara Repubiik
lnclonesia Tahun 2oo8 Nomor 9L, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor a86fl;

Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2OLO tentang
Fengelolaan cl.an Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

rueglra Repubiik Indonesia Tahun 201O Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
pcmerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
pr:ngelolaan cian F,enyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Ncgir.ar Rcput>lik Inclo'esia Tahun 201.O Nomor 172,

Tzrmtrahan Lernbaran |.legara Republik Indonesia Nomor

5157);
peraturan Merrteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75

Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

8. Peraturan Daerah Provinsi sumatera Selatan Nomor 3

Tarhun 2oog tenterng Penyelenggaraan Program sekolah
Gratis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Pi.ovinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2OII tentang
PeruLrahan Atas Peraturan Daerah Provinsi sumatera
Selatan Nomor 3 Tahun 2oo9 tentang Penyelenggaraan
Progi'am Sekolah Gratis;

g. Peraturan Daerah I(abupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016

tentang Penrbentr-rkan dan Susunan Perangkat daerah

I(:tltupa terr [,a ha t-;

MIIN4Ul'IJSKAN:

PERA'I'IJRAN BTJPATI TtrN'IANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN I3IJRKUA].ITAS ATAS ASAS GOTONG ROYONG

MELALUI PERAN KOMITT' SEKOLAH.

BAB I

KETtrNTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sckolah adalah satuan pendidikan forrnal yang terdiri d-ari

Tarnan Kanak-kanak (TIr), Sekolah Dasar (sD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang

br:ratrggotakan orangtua lwali peserta didik, komunitas
sel<olah, serta tokol-r rnasl'a1apat yang peduli pendidikan'

3. Sr-rmbangan Penciiclikan, yarlg selanjutnya disebut dengan

Sr,rmbangan aclalelh pcmberian berupa uanglbarang/jasa
olch pesert.a ctidik, orangtlra/walinya baik perseorangan

maupunbersErma-Sanla'masyarakatatarrlembagaSecara
sukarela,clantidakmengikatsat.uanpendidikan.

7.

Menetapkan :



(1)

(2)

BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Bupati menetapkan kebijakan
didik rnemperoieh akses layanan
cian berkr-iaiitars.

untuk menjamin peserta
pendidikan yang bermutu

Ii.cbijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipr-rti :

21. orang tua/willi peserta didik kategori miskin secara
ekonomi tidak dibebani selut'uh biaya operasional
sekoiah dan menjadi prioritas untuk diusulkan
mendapatkan beasiswa indonesia Pintar;

b. orang tua/wali peserta didik cukup mampu turut
berparlisipasi memenuhi kekurangan biaya operasional
sekolah tempat peserta didik mengikuti proses
penclidikar:;

c. orang tua/wali peserta didik kategori mampu secara
ekonomi lurut mensubsidi silang biaya operasional
sekolah tempat peserta didik mengikuti proses
pendidikan;

cl" sumbatrgan pada sekolah yang memiliki program
khr.tsus peningkatan rrutt-t pendidikan menyesuailcan
ciengan keinatnpuan orang tua/wali peserta didik;

e)" setiap sekolah menetapkan kurang lebih 30 olt (tiga
purlr-rl-r persen) orang tttalwali peserta didik kategori
rniskin -yarlg tidak dikenakan sumbangan;

f" APBD Kabupaten Lahat dapat mengalokasikan subsidi
biaya pendidikan untuk orang tua/wali peserta didik
kategori rniskiir.

Pcnetapan orerng tua/wali peserta didik kategori miskin
fflaLlpLln kategori mampu dilakukan berdasarkan hasil
rierifikasi Tirrr yang dibentuk oleh sekolah dengan observasi
clzrn warnancai-a kepada keluarga yang bersangkLttan, tokoh
masyarakat cliln pejabat pemerintah.

Pasal ll

suml_:zrngarn r_rrfltng [urar/u'ali peserta didik dil<eloler OIclh

Iior-nite SeJ<oli,..h dcllgattr l.,ersetujuan Kepala Sel<oiah.

Pcngelolaan surmbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) clilakukan secara transparan dan akuntabel.

Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan
pertangggungjawaban kepada orang tua/wali peserta didik
dalam rapat pleno pada setiap akhir semester.

Besaran sumbangan orang tuaf walt peserta didik adalah
sebagai beriktrt :

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)



i

eAfnsuarsttmna
SUMBANGAN

I{p. 100.000,-
Seratus i'ibu ru iah

I?p. 80.0O0,-
(Delapan puluh ribu

SN.{P Rp. 150.000,-
(Seratus lirrra puluh ribu
!!l_pl3ll__

Pasal 4

(1) Sr-rmbangan pendidikan digunakan untuk menutupi
kekr-rrangan biay,a operasional sekolah, yang meliputi :

a. insentif guru honorer, operator/tata usaha,
Pustakawan, iaboran, petugas kebersihan, Satpam dan
penjaga sekolah;

b. peningkatarn btrdaya literasi/peningkatan mtrtu;
c. kegiatan ekstrakurikuler;
cl. bantuan transportasi dan perlengkapan sekolah kepada

pesertzl dictik miskin;
e" pembia5'a.an operasional l(omite Sekolah.

(21 fl,a.na hasil sumbangan dapat digunakan untuk membiayai
Frrogranr )'ang tidak dianggaran dalam BOPIBOS, antara
iiiin :

a. lcegiatan belajar tambahan;
b. insentif guru pembirirbing ekstrakurikuler;
c. pengadaan bahan dan alat praktikum;
d. kegiatan peningkatan mutu lainnya.

(3) Sumbangan pendidikan dapat dipergunakan untuk
membiayai sarana penunjang lainnya.

Pasal 5

Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Unggul dapat
meningkalkan partisipasi orang tua/waii peserta didik kategori
cukup mampll clan kategori mampu untuk memberikan
sumbangan melebihi batas maksimum dalam Peraturan Bupati
ini.

setiap buian

setiap br-rlan

setiap bulern



Pasal 6

Peratrrran L3upati ini mulai ber:laku pada tangga.l

Agar se tiap orang mengetahuinya,
pengunda-ltgan Peraturan Bupati ini dengan
dalarrr BeriLa Daer:rh Kerll-rpaten Lahat.

diundangkan.

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Lahat
pada t,anggal \l gV-rogp../ ,x0\7

Ditetapkan di hat
n
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